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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.89/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016
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TENTANG

PEDOMAN PENANAMAN BAGI PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN

HUTAN DALAM RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24

Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan,

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015, antara

lain diatur prosedur penggunaan kawasan hutan dan

pemenuhan kewajiban penanaman dalam rangka

rehabilitasi daerah aliran sungai oleh pemegang izin

pinjam pakai kawasan hutan;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor

P.87/Menhut-II/2014 telah ditetapkan ketentuan tentang

Pedoman Penanaman bagi Pemegang Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan dalam rangka Rehabilitasi Daerah Aliran

Sungai;

c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.87/Menhut-II/2014 perlu

disesuaikan;
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d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan tentang Pedoman Penanaman bagi Pemegang

Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dalam rangka

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5608);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010

tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang

Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60

Tahun 2009 tetang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan

Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5056);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 201, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

17);

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-

II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan

Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 173) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.39/Menlhk/Setjen/ Kum.1/4/2016
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tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan

Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara

Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian

Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 580);

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang

Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN

KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENANAMAN BAGI

PEMEGANG IZIN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN DALAM

RANGKA REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang selanjutnya

disingkat IPPKH adalah izin yang diberikan untuk

menggunakan kawasan hutan guna kepentingan

pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa

mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan.

2. Penggunaan Kawasan Hutan adalah penggunaan atas

sebagian kawasan hutan kepada pihak lain untuk

kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan

tanpa mengubah status, peruntukan dan fungsi kawasan

tersebut.

3. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS

adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu

kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang

berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air

yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut

secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah
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topografis dan batas di laut sampai dengan daerah

perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

4. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat

RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan

dan meningkatkan fungsi Daerah Aliran Sungai sehingga

daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam

mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

5. Penanaman bagi Pemegang IPPKH dalam rangka

Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya

disebut Penanaman Rehabilitasi DAS adalah penanaman

di dalam dan di luar kawasan hutan yang merupakan

salah satu kewajiban pemegang Izin Pinjam Pakai

Kawasan Hutan sebagai upaya untuk memulihkan,

mempertahankan dan meningkatkan fungsi daerah aliran

sungai sehingga daya dukung, produktivitas dan

peranannya dalam mendukung sistem penyangga

kehidupan tetap terjaga.

6. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disingkat

KPH, adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi

pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara

efisien dan lestari.

7. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan

oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap.

8. Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri

khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan

keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta

ekosistemnya.

9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga

kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

mengendalikan erosi, mencegah instrusi air laut dan

memelihara kesuburan tanah.

10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai

fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

11. Jenis Kayu-kayuan adalah jenis-jenis tanaman hutan

yang menghasilkan kayu untuk konstruksi bangunan,
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